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AKTA PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT PARA PENDIRI
TENTANG PENDIRIAN, ANGGARAN DASAR (AD) DAN
ANGGARAN RUMAH TANGGA (ART)
PERKUMPULAN PARSADAAN POMPARAN RAJA
SIMATANIARI SIANTURI BORU DOHOT BERENA SE DUNIA
NOMOR : 01

Pada hari ini,Sabtu, tanggal 16-10-2021 (enam belas Oktober dua ribu

dua puluh satu) Pukul 19.01 (sembilan belas lewat satu menit WIBB
(Waktu Indonesia Bagian Barat).

Menghadap kepada saya, Yenny Sutikno Sarjana Hukum, Spesialis

Notariat, Magister Hukum, Notaris berkedudukan di Kota Administrasi
Jakarta Utara, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang saya, Notaris,kenal,
dan akan disebutkan pada bagian akhir Akta ini:

1.

Tuan Batara Paruhum Sianturi, lahir di Jakarta, pada tanggal 26-06-1960
(dua puluh enam Juni seribu sembilan ratus enam puluh), karyawan
swasta, bertempat tinggal di Kota Administrasi Jakarta Selatan 12780,
Kecamatan Tebet, Kelurahan Menteng Dalam, Rukun Warga 001,
Rukun Tetangga 008, Jalan BB Nomor 22, Pemegang Kartu Tanda
Penduduk Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor Induk Kependudukan
3174012606600002, Warga Negara Indonesia.

. Tuan Hotli Junaidi Sianturi, lahir di Duri, pada tanggal 14-04 1978

(empat belas April seribu sembilan ratus tujuh puluh delapan),
wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Bekasi 17510, Kecamatan
Tambun Utara, Kelurahan Karang Satria, Rukun Warga 004, Rukun
Tetangga 001, Kampung Rawakalong Nomor 32A, Pemegang Kartu
Tanda Penduduk Kabupaten Bekasi Nomor Induk Kependudukan
3216051404780004, Warga Negara Indonesia.

Menurut keterangan mereka secara bersama-sama bertindak selaku

Ketua dan Sekretaris Jenderal PERKUMPULAN PARSADAAN POMPARAN
RAJA SIMATANIARI SIANTURI BORU DOHOT BERENA SE DUNIA,
berkedudukan di Kota Administrasi Jakarta Pusat tersebut di bawah ini.

Para Penghadap bertindak seperti tersebut di atas dengan ini
menerangkan bahwa mereka telah mendapatkan kuasa untuk
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menyatakan secara notariil isi Surat Keputusan Rapat Para Pendiri
tentang Pendirian, Anggaran Dasar (AD), dan Anggaran Rumah Tangga
(ART) PERKUMPULAN PARSADAAN POMPARAN RAJA SIMATANIARI

SIANTURI BORU DOHOT BERENA SE DUNIA yang dibuat di bawah
tangan bermaterai cukup, tanggal 16-10-2021 (enam belas Oktober
dua ribu dua puluh satu), dan 1 (satu) aslinya dijahitkan pada Minuta
Akta ini (selanjutnya disebut Surat Keputusan), sebagai berikut :

Bahwa Rapat Para Pendiri telah diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Sabtu/16-10-2021 (enam belas Oktober dua ribu dua
puluh satu) Pukul : 18.12-19.00 WIBB (delapan belas
lewat dua belas menit sampai dengan sembilan belas
Waktu Indonesia Bagian Barat).

Tempat Rapat : Jalan Taman Patra 2 Nomor 4 Komplek Patra Jasa,
Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 004, Kelurahan
Kuningan Timur, Kecamatan Setiabudi, Kota
Administrasi Jakarta Selatan 12950.

Ketua Rapat : Tuan Batara Paruhum Sianturi.
Rapat dihadiri oleh Para Pendiri, yaitu:

1. Tuan Batara Paruhum Sianturi, lahir di Jakarta, pada tanggal 26-
06-1960 (dua puluh enam Juni seribu sembilan ratus enam puluh),
karyawan swasta, bertempat tinggal di Kota Administrasi Jakarta
Selatan 12780, Kecamatan Tebet, Kelurahan Menteng Dalam, Rukun
Warga 001, Rukun Tetangga 008, Jalan BB Nomor 22, Pemegang Kartu
Tanda Penduduk Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor Induk
Kependudukan 3174012606600002, Warga Negara Indonesia.

2. Tuan Samuel Mangara Tumpal Sianturi, lahir di Sidikalang, pada
tanggal 03-02-1953 (tiga Februari seribu sembilan ratus lima puluh
tiga), karyawan swasta, bertempat tinggal di Kota Depok 16418,
Kecamatan Sukma Jaya, Kelurahan Bakti Jaya, Rukun Warga 023,
Rukun Tetangga 004, Jalan Metro Duta Raya Blok EE-3 Nomor 18,
Pemegang Kartu Tanda Penduduk Kota Depok Nomor Induk
Kependudukan 327605030219530004, Warga Negara Indonesia.

3. Tuan Julius Mangala Tua Simatupang, lahir di Tapanuli, pada tanggal
26-09-1944 (dua puluh enam September seribu sembilan ratus
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empat puluh empat), pegawai negeri sipil, bertempat tinggal di
Kota Administrasi Jakarta Selatan 12440, Kecamatan Cilandak,
Kelurahan Lebak Bulus, Rukun Warga 007, Rukun Tetangga 014, Jalan
Taman Lestari Indah Blok 0/24, Pemegang Kartu Tanda Penduduk
Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Nomor Induk Kependudukan
3174062609440001, Warga Negara Indonesia.

. Tuan Kornel Pandapotan Sianturi, lahir di Sidikalang, pada tanggal 19-
09-1949 (sembilan belas September seribu sembilan ratus empat
puluh sembilan), pensiunan pegawai negeri sipil, bertempat tinggal
di Kota Pekanbaru 28292, Kecamatan Payung Sekaki, Kelurahan Labu
Baru Barat, Rukun Warga 006, Rukun Tetangga 004, Jalan Rokan
Jaya B 5, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Kota Pekanbaru Nomor
Induk Kependudukan 1471111909490001, Warga Negara Indonesia.

. Tuan Albiker Sianturi, lahir di Tapanuli, pada tanggal 11-07 1947
(sebelas Juli seribu sembilan ratus empat puluh tujuh), pensiunan,
bertempat tinggal di Kota Administrasi Jakarta Timur 13210,
Kecamatan Pulogadung, Kelurahan Kayu Putih, Rukun Warga 010,
Rukun Tetangga 009, Jalan Batu Zamrut Nomor 63, Pemegang
Kartu Tanda Penduduk Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor Induk
Kependudukan 3175021107470001, Warga Negara Indonesia.

. Tuan Sahat Simatupang, lahir di Pematang Siantar, pada tanggal 23-
06-1955 (dua puluh tiga Juni seribu sembilan ratus lima puluh lima),
pegawai negeri sipil, bertempat tinggal di Kota Administrasi Jakarta
Utara 14230, Kecamatan Koja, Kelurahan Rawa Badak Utara,
Rukun Warga 001, Rukun Tetangga 001, Jalan Anjungan Nomor 01,
Pemegang Kartu Tanda Penduduk Daerah Khusus Ibukota Jakarta
Nomor Induk Kependudukan 3172032306550002, Warga Negara
Indonesia.

. Tuan Richardo Simatupang, lahir di Tarutung, pada tanggal 23-06-1962
(dua puluh tiga Juni seribu sembilan ratus enam puluh dua), pegawai
negeri sipil, bertempat tinggal di Kota Bekasi 17139, Kecamatan
Bekasi Barat, Kelurahan Kota Baru, Rukun Warga 014, Rukun
Tetangga 007, Jalan Gardena Raya Blok B3 Nomor 55, Pemegang Kartu
Tanda Penduduk Kota Bekasi Nomor Induk Kependudukan
3275022306620008, Warga Negara Indonesia.
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8. Tuan Hotli Junaidi Sianturi, lahir di Duri, pada tanggal 14-04 1978
(empat belas April seribu sembilan ratus tujuh puluh delapan),
wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Bekasi 17510, Kecamatan
Tambun Utara, Kelurahan Karang Satria, Rukun Warga 004, Rukun
Tetangga 001, Kampung Rawakalong Nomor 32A, Pemegang Kartu
Tanda Penduduk Kabupaten Bekasi Nomor Induk Kependudukan
3216051404780004, Warga Negara Indonesia.

Rapat Para Pendiri telah sepakat dan setuju untuk bersama-sama
mendirikan suatu PERKUMPULAN, dan memutuskan sebagai berikut :
I. Menetapkan Anggaran Dasar ("AD”) PERKUMPULAN PARSADAAN
POMPARAN RAJA SIMATANIARI SIANTURI BORU DOHOT BERENA SE

DUNIA yang berbunyi sebagai berikut :

ANGGARAN DASAR (“AD")
NamadantempatkedudukanPasal

1

1. Perkumpulan ini bernama: Perkumpulan ParsadaanP
omparanRaja Simataniari Sianturi BoruDo
hotBerenaSeDunia, untuk selanjutnya dalam AD inicukup
disebut dengan “Perkumpulan”, berkedudukan di Kota AdministrasiJakarta
Pusat dan beralamat kantor/sekretariat di Kota Administrasi Jakarta Pusat
10640, Kecamatan Kemayoran, Kelurahan Sumur Batu, Jalan Letjen
Suprapto, Ruko Mega Grosir Cempaka Mas Blok D1/37 Lantai 3.

2. Perkumpulan dapat membuka kantor sekretariat berupa kantor
sekretariat wilayah, kantor sekretariat daerah, kantor sekretariat
perwakilan di tempat lain baik di dalam maupun di luar wilayah
Negara Republik Indonesia berdasarkan keputusan Pengurus dengan
persetujuan Dewan Pengawas.

Asas, maksuddan tujuan, serta fungsiPasal
2

1. Perkumpulan berasaskan :

a. Pancasila.

b. UUD Tahun 1945 (Undang-Undang Dasar tahun seribu sembilan ratus
empat puluh lima) dan perubahannya sebagai landasan konstitusional.
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c. Peraturan perundang-undangan di bidang organisasi kemasyarakatan,
sosial, dan kemanusiaan, di dalam wilayah Republik Indonesia
sebagai landasan struktural.

d. Dalihan Na Tolu (filosofis atau wawasan sosial-kultural yang
menyangkut masyarakat dan budaya Batak).

e. AD sebagai peraturan dasar Perkumpulan dan Anggaran Rumah
Tangga ("ART") Perkumpulan sebagai penjabaran AD.

f. Keputusan Rapat Anggota dan Keputusan Pengurus sebagai landasan
operasional.

2. Perkumpulan didirikan untuk mewujudkan kesamaan maksud dan
tujuan di bidang kegiatan sosial dan kemanusiaan, serta tidak
membagikan keuntungan kepada anggotanya.

3. Perkumpulan bertujuan untuk :
a. Meningkatkan partisipasi dan keberdayaan masyarakat.
b. Memberikan pelayanan kepada masyarakat.

C. Menjaga nilai agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha
Esa.

d. Melestarikan dan memelihara norma, nilai, moral, etika, dan budaya
yang hidup dalam masyarakat.

e. Melestarikan sumber daya alam dan lingkungan hidup.

f. Mengembangkan kesetiakawanan sosial, gotong royong, dan
toleransi dalam kehidupan bermasyarakat.

g. Menjaga, memelihara, dan memperkuat persatuan dan kesatuan
bangsa.

h. Mewujudkan tujuan negara.
4, Perkumpulan berfungsi sebagai sarana:

a. Penyalur kegiatan sesuai dengan kepentingan anggota dan/atau
tujuan organisasi.

b. Pembinaan dan pengembangan anggota untuk mewujudkantujuan
organisasi.

c. Penyalur aspirasi masyarakat.
d. Pemberdayaan masyarakat.
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€.

f.

g.

Pemenuhan pelayanan sosial.

Partisipasi masyarakat untuk memelihara, menjaga, dan memperkuat
persatuan dan kesatuan bangsa.

Pemelihara dan pelestari norma, nilai, dan etika dalam kehidupan
bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

5. Perkumpulan melakukan berbagai kegiatan sesuai dengan AD dan

ART, dengan memperhatikan sifat, tujuan, dan fungsi tersebutdi atas,
termasuk tetapi tidak terbatas pada:

da.

Menjaga, melestarikan, dan mengembangkan budaya nasional, adat
istiadat, nilai-nilai luhur, filosofi Suku Batak pada umumnya dan
keturunan Raja Simataniari Marga Sianturi pada khususnya.

. Mempersatukan, mengkoordinasikan, mengayomi, melindungi,

membina, mempererat hubungan kekerabatan, kekeluargaan, dan
persaudaraan dari keturunan Raja Simataniari Sianturi beserta Boru
dan Berenya di seluruh dunia, membantu, serta memberdayakan
para anggotanya menuju kesejahteraan jasmani dan rohani.
Mengembangkan dan meningkatkan pengetahuan, penguasaan
teknologi, dan kualitas sumber daya manusia yang menjadi
anggotanya sehingga mampu beradaptasi dan berkompetisi padaera
globalisasi.

. Meningkatkan peran serta dan partisipasi aktif dari para anggotanya

dalam segala aspek pembangunan di tengah-tengah masyarakat di
tingkat nasional maupun global.

. Menjembatani, menyalurkan, memperjuangkan, dan mewakili para

anggotanya untuk menyampaikan berbagai ide, aspirasi, eksistensi,
kepentingan, harkat, martabat, kehormatan, dan hak-hak para
anggotanya terhadap instansi/institusi pemerintah, badan, lembaga,
dan organisasi kemasyarakatan lainnya.

Menjadi katalisator, fasilitator, komunikator, mediator, stabilisator,
dan sarana bagi para anggotanya di mana pun Perkumpulan dan/ atau
para anggotanya berada.

. Membantu, menjadi mitra, serta bekerja sama dengan pemerintah,

pemerintah daerah, swasta, lembaga, institusi, badan, organisasilain,
dan pihak lainnya untuk merealisasikan program-program yang
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diselenggarakannya baik secara nasional maupun internasional dalam
rangka pengembangan dan keberlanjutan organisasi, serta untuk
mencapai maksud dan tujuan Perkumpulan.

h. Melakukan kegiatan pembinaan, pendidikan, pelatihan, dan
sosialisasi kepada para anggotanya dan masyarakat luas dengan
menyelenggarakan berbagai seminar, ceramah, forum diskusi, dan
cara-cara lainnya.

Jangka waktu
Pasal 3

Perkumpulan didirikan dari sejak Surat Keputusan Rapat Pendiri ini
ditandatangani untuk jangka waktu yang tidak ditentukan lamanya.

Atribut
Pasal 4

Perkumpulan mempunyai Atribut berupa :

1. Lambang dan Bendera Perkumpulan :

a. Gambar Matahari:
Nama Raja Simataniari Sianturi dipilih
karena matahari dalam bahasa Batak yaitu
Mataniari yang merupakan nama dari Ompu
Raja Simataniari Sianturi.

b. Tulisan PERKUMPULAN PARSADAAN POMPARAN RAJA SIMATANIARI
SIANTURI BORU DOHOT BERENA SE DUNIA adalah nama
Perkumpulan.

c. Lingkaran melambangkan perkumpulan.

d. Warna merah putih hitam merupakan 3 (tiga) warna dasar Suku
Batak.

e. Warna kuning keemasan memiliki makna cahaya matahari.
f. Warna merah memiliki makna kehangatan ikatan kekerabatan.
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2. Hymne Perkumpulan : “Mars Raja Simataniari Sianturi” dengan
Pencipta Lagu : Insinyur Agustinus Sianturi Master of Management dan
Pembuat Syair: Doktorandus Pantas Mangihut Sianturi.

3. Mengenai Atribut Perkumpulan ini diatur lebih lanjut di dalam ART. K
ekayaan, keuangan, dan pengelolaannya
Pasal 5

1. Perkumpulan mempunyai kekayaan awal yang berasal dari keka
yaan Pendiri yang dipisahkan, terdiri dari uang yang berjumlahRp
16.000.000,00 (enam belas juta Rupiah), dengan perincian sebagai
berikut:

a. Batara Paruhum Sianturi

Sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta Rupiah).
b. Samuel Mangara Tumpal Sianturi

Sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta Rupiah).
. Julius Mangala Tua Simatupang

Sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta Rupiah).
d. Kornel Pandapotan Sianturi

Sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta Rupiah).
e. Albiker Sianturi

Sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta Rupiah).
f. Sahat Simatupang

Sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta Rupiah).
g. Richardo Simatupang

Sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta Rupiah).
h. Hotli Junaidi Sianturi

Sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta Rupiah).

2. Selain kekayaan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 Pasal
ini, Kekayaan Perkumpulan dapat juga diperoleh dari:
a. Sumbangan, hibah, atau bantuan lain yang sah dan tidak mengikat.
b. Iuran Anggota.

c. Perolehan/kegiatan lain yang sah menurut hukum.

(@]
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3. Semua kekayaan Perkumpulan dipergunakan untuk mencapai
maksud dan tujuan Perkumpulan.

4. Keuangan Perkumpulan harus dikelola secara transparan dan
akuntabel dan pengelola keuangan wajib membuat laporan
pertanggungjawaban sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku
secara umum serta sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku.

5. Proporsi distribusi keuangan yang diperoleh Perkumpulan dan
pengelolaan kekayaan Perkumpulan diatur lebih lanjut di dalam ART.
Keanggotaan

Pasal 6

1. Perkumpulan berbasis anggota dan anggota Perkumpulan
terdiri dari:

a. Anggota Biasa.
b. Anggota Luar Biasa.
¢. Anggota Kehormatan.

2. Status, persyaratan, tata cara penerimaan, proses perpindahan
Anggota dan berakhirnya keanggotaan, pemberhentian, hak, dan
kewajiban Anggota Perkumpulan diatur di dalam ART.

Strukturorganisasi
Pasal 7

Struktur Organisasi Perkumpulan terdiri dari:

1. Rapat Anggota, terdiri dari Musyawarah Nasional (*"Munas”) dan
Musyawarah Nasional Luar Biasa (*"Munaslub”).

2. Pengurus.

3. Dewan Pengawas.

4. Organ(-organ) lain dapat dibentuk/ditiadakan sesuai kebutuhan dan
kepentingan Perkumpulan termasuk tetapi tidak terbatas pada Dewan
Penyelesaian  Sengketa ("DPS”), struktur organisasi, dan
kepengurusan di luar negeri dan organ(-organ) tersebut akan
diatur lebih lanjut dalam ART.
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Rapatanggota
Pasal 8

1. Munas merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam
Perkumpulan yang diselenggarakan setiap 5 (lima) tahun sekali
sebagaimana diatur dalam ART.

2. Istilah Munas dalam AD ini berarti Munas maupun Munaslub.
Korum rapatanggota
Pasal 9

1. Kecuali dalam AD ditentukan lain, Munas dinyatakan sah jika
dihadiri oleh/terwakili lebih dari 1/2 (satu per dua) dari Anggota
dari Perkumpulan secara nasional.

2. Apabila korum dalam ayat 1 Pasal ini tidak tercapai, maka
Munas ditunda selama 30 (tiga puluh) menit.

Jika ternyata setelah ditunda, korum belum terpenuhi maka Munas
dapat dilangsungkan secara sah dan dapat mengambil keputusan yang
sah dan mengikat.

Korum pengambilankeputusanrapat anggotaPasal
10

1. Pengambilan keputusan dalam Rapat Anggota adalah berdasarkan
musyawarah untuk mencapai mufakat.

2. Bila musyawarah untuk mencapai mufakat tidak tercapai, maka
keputusan diambil berdasarkan pemungutan suara (voting) dan
keputusan dinyatakan sah dan mengikat jika disetujui oleh suara
terbanyak yang sah.

3. Dalam hal dilakukan pemungutan suara, setiap anggota mempu
nyai hak 1 (satu) suara.

4. Anggota yang tidak hadir dapat mewakilkan suaranya kepada
anggota lain yang hadir dalam Rapat Anggota dengan menyertakan surat
kuasa khusus secara tertulis.

5. Pemungutan suara dapat dilakukan secara terbuka dan/atau secara
tertutup, kecuali mengenai diri orang, dilakukan secara tertutup.
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6. Suara abstain dan suara yang tidak sah tidak dihitung dalam
menentukan jumlah suara yang dikeluarkan.

7. Setiap keputusan Rapat Anggota dicatat dalam Berita Acara
Rapat dan ditandatangani oleh Pimpinan Rapat dan Notulis.

8. Anggota Perkumpulan dapat juga mengambil keputusan yang
mengikat di luar Munas sepanjang keputusan tersebut memenuhi
persyaratan yang diatur di dalam ART.

Pengurus
Pasal 11

1. Pengurus minimum terdiri dari:

a. Seorang Ketua.
b. Seorang Sekretaris.
c. Seorang Bendahara.

2. Jika diangkat lebih dari 1 (satu) orang Ketua, maka seorang di
an taranya dimungkinkan diangkat sebagai Ketua Umum atau Wakil
Ketua, dan pada saat pendirian Perkumpulan ini yang ada : 1 (satu)
Ketua dan 1 (satu) Wakil Ketua.

3. Jika diangkat lebih dari 1 (satu) orang Sekretaris, maka seorang
di antaranya diangkat sebagai Sekretaris Jenderal.

4. Jika diangkat lebih dari 1 (satu) orang Bendahara, maka seorang di
antaranya diangkat sebagai Bendahara Umum.

5. Yang dapat diangkat sebagai anggota Pengurus hanyalah
perseorangan yang mampu melakukan perbuatan hukum dan tidak
dinyatakan bersalah dalam melakukan pengurusan yang menyebabkan
kerugian bagi Perkumpulan, masyarakat, atau Negara berdasarkan
putusan pengadilan, dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak
tanggal putusan tersebut berkekuatan hukum tetap.

6. Jika oleh suatu sebab apa pun juga jabatan seorang atau
lebih atau semua anggota Pengurus lowong maka dalam jangka waktu
selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) hari sejak terjadi lowongan
tersebut, harus diselenggarakan Munas untuk mengisi lowongan itu
dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan Anggaran
Dasar.
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7. Setiap anggota Pengurus berhak mengundurkan diri dari jabatan
nya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksudnya
tersebut kepada Dewan Pengawas untuk disampaikan kepada Munas
selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) hari sebelum tanggal
pengunduran dirinya.

8. Pengurus tidak dapat merangkap jabatan sebagai Pengawas atau
organ Perkumpulan lainnya atau Pelaksana Kegiatan.

9. Setiap anggota Pengurus wajib dengan itikad baik dan penuh
tanggung jawab menjalankan tugasnya dengan mengindahkan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.

10. Pengurus diangkat oleh Munas untuk jangka waktu 5 (lima)
tahun dan dapat diangkat kembali dengan tidak mengurangi hak
Munas untuk memberhentikannya sewaktu-waktu.

11. Jabatan anggota Pengurus berakhir, apabila :

a. Meninggal dunia.

b. Mengundurkan diri.

c. Bersalah melakukan tindak pidana berdasarkan putusan Pengadilan
yang bersifat tetap.

d. Diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Anggota.

e. Masa Jabatan berakhir.

Tugas, kewajiban, dan wewenang Pengurus
Pasal 12

1. Pengurus:
a. Berkedudukan di Ibukota Negara Republik Indonesia.

b. Merupakan manajemen tertinggi di Perkumpulan serta bertanggung
jawab penuh terhadap jalannya Perkumpulan.

2. Pengurus mempunyai tugas, kewajiban, dan wewenang untuk :

a. Melaksanakan ketentuan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah
Tangga serta keputusan yang ditetapkan oleh Munas dan keputusan
di luar Munas.

b. Menyampaikan keputusan baik di dalam maupun di luar Munas
kepada semua anggotanya.
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. Memupuk dan membina hubungan baik dengan semua aparat
pemerintah baik di dalam maupun di luar negeri, yang mempunyai
hubungan langsung maupun tidak langsung dengan kepentingan
Perkumpulan, dan para anggota Perkumpulan.

. Mengadakan Rapat Harian, Rapat Pleno Yang Diperluas dalam
rangka pelaksanaan tugas kepengurusannya.

. Memupuk dan membina rasa kebersamaan di antara para anggota.
Memupuk rasa kepedulian terhadap Perkumpulan.
. Menjaga nama baik dan kehormatan Perkumpulan.

. 1 (Satu) Ketua dengan 1 (satu) Sekretaris atau 1 (satu) Ketua
dengan 1 (satu) Bendahara mewakili Pengurus, karenanya mewakili
Perkumpulan di dalam maupun di luar Pengadilan tentang segala
hal dan dalam segala kejadian dengan pembatasan terhadap hal-
hal sebagai berikut:

1) Meminjam atau meminjamkan uang atas nama Perkumpulan (tidak
termasuk mengambil uang Perkumpulan di bank).

2) Memberi atau menerima pengalihan atas harta tetap, membeli
atau dengan cara lain mendapatkan/memperoleh harta tetap.

3) Menjual atau dengan cara lain melepaskan kekayaan Perkumpulan
serta mengagunkan/membebani keka-yaan Perkumpulan semata-
mata guna kepentingan Perkumpulan.

4) Mengadakan perjanjian dengan organisasi yang terafiliasi dengan
Perkumpulan, Pengurus, dan/atau Pengawas, atau seorang yang
bekerja pada Perkumpulan yang perjanjian tersebut bermanfaat
bagi tercapainya maksud dan tujuan Perkumpulan.

Harus mendapat persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Dewan
Pengawas.

. Pengurus wajib menyusun Rencana/Program Kerja dan Rencana

Anggaran Belanja Tahunan Perkumpulan untuk disahkan oleh Munas
(namun untuk yang pertama kalinya Rencana/Program Kerja akan
disahkan oleh Rapat Para Pendiri).

. Pengurus wajib memberikan penjelasan tentang segala hal yang

ditanyakan oleh Dewan Pengawas.
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k. Pengurus mengadakan pertemuan secara periodik dengan Dewan
Pengawas dan/atau Organ Lain Perkumpulan bilamana dipandang
perlu.

Tidak berwenang mewakili perkumpulan
Pasal 13

Pengurus tidak berwenang mewakili Perkumpulan dalam hal:

1. Mengikat Perkumpulan sebagai penjamin utang pihak selain
Perkumpulan.

2. Membebani kekayaan Perkumpulan untuk kepentingan pihak lain.

3. Mengadakan perjanjian dengan organisasi yang terafiliasi dengan
Perkumpulan, Pengurus, dan/atau Pengawas, atau seseorang yang
bekerja pada Perkumpulan, yang perjanjian tersebut tidak ada
hubungannya bagi tercapainya maksud dan tujuan Perkumpulan.

Pelaksanaantugas
Pasal 14

1. Ketua memimpin rapat, mengkoordinir, mengatur pembagian
tugas dan wewenang masing-masing Pengurus.

2. Dalam hal hanya ada seorang Ketua, maka segala tugas dan we
wenang yang diberikan kepada Ketua Umum dan/atau Wakil Ketua
berlaku juga baginya.

3. Sekretaris Jenderal bertugas mengelola administrasi dan teknis
operasional Perkumpulan.

4. Dalam hal hanya ada seorang Sekretaris, maka segala tugas
dan wewenang yang diberikan kepada Sekretaris Jenderal berlaku juga
baginya.

5. Bendahara Umum bertugas mengelola keuangan Perkumpulan,
Melaksanakan tugas-tugas kebendaharaan, mengendalikan anggaran.

6. Dalam hal hanya ada seorang Bendahara, maka segala tugas dan
wewenang yang diberikan kepada Bendahara Umum berlaku juga baginya.

7. Pengurus untuk perbuatan tertentu berhak mengangkat seorang
atau lebih kuasa berdasarkan surat kuasa.
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Benturan kepentingan
Pasal 15

1. Dalam hal terjadi perkara di pengadilan antara Perkumpulan dengan
anggota Pengurus atau apabila kepentingan pribadi seorang anggota
Pengurus bertentangan dengan Perkumpulan, maka anggota Pengurus
yang bersangkutan tidak berwenang bertindak untuk dan atas nama
Pengurus serta mewakili Perkumpulan, maka anggota Pengurus lainnya
bertindak untuk dan atas nama Pengurus serta mewakili Perkumpulan.

2. Dalam hal Perkumpulan mempunyai kepentingan yang berten
tangan dengan kepentingan seluruh Pengurus maka Perkumpulan
diwakili oleh Dewan Pengawas.

Rapat Pengurus
Pasal 16

1. Tata cara pemanggilan, agenda rapat, tempat penyelenggaraan,
pimpinan/ketua rapat, dan jenis Rapat Pengurus diatur di dalam ART.
2. Rapat Pengurus adalah sah dan berhak mengambil keputusan
yangmengikat, apabila:
a. Dihadiri paling sedikit 2/3 (dua per tiga) jumlah Pengurus.

b. Dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 huruf a
Pasal ini tidak tercapai, rapat ditunda selama minimum 30 (tiga
puluh) menit.

c. Setelah masa penundaan, maka Rapat Pengurus dinyatakan sah dan
dapat mengambil keputusan yang sah dan mengikat jika dihadiri
paling sedikit 1/2 (satu per dua) jumlah Pengurus.

KeputusanrapatPengurusPasal
17

1. Keputusan Rapat Pengurus diambil berdasarkan musyawarah
untuk mufakat.

2. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat
tidak tercapai, maka keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak
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(voting) dengan suara setuju lebih dari 1/2 (satu per dua) jumlah
suara yang sah dalam Rapat.

3. Dalam hal suara setuju dan tidak setuju sama banyaknya maka
Usul ditolak.

4. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat
suara tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan suara
mengenai hal-hal lain dilakukan secara terbuka, kecuali Ketua Rapat
menentukan lain dan tidak ada keberatan dari yang hadir.

5. Suara abstain dan suara yang tidak sah tidak dihitung dalam
menentukan jumlah suara yang dikeluarkan.

6. Dalam setiap Rapat Pengurus dibuatkan Berita Acara Rapat
yang ditandatangani oleh Ketua Rapat dan 1 (satu) orang anggota
Pengurus lainnya yang ditunjuk oleh Rapat sebagai Notulis.

7. Penandatanganan yang dimaksud dalam ayat 6 Pasal ini tidak
disyaratkan bila Berita Acara Rapat dibuat dengan akta notaris.

8. Pengurus dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa
mengadakan Rapat dengan ketentuan semua anggotanya telah
diberitahu secara tertulis dan memberikan persetujuan mengenai usul
yang diajukan secara tertulis serta menandatangani surat keputusan
tersebut.

9. Keputusan yang diambil sebagaimana dimaksud dalam ayat 8 Pasal
ini mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yangdiambil
dengan sah dalam Rapat.

Dewan Pengawas
Pasal 18

1. Yang dapat diangkat sebagai Pengawas hanyalah perseorangan
yang mampu melakukan perbuatan hukum dan tidak dinyatakan
bersalah dalam melakukan pengawasan yang menyebabkan kerugian
bagi Perkumpulan, masyarakat, atau Negara berdasarkan putusan
pengadilan, dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak
tanggal putusan tersebut berkekuatan hukum tetap.

2. Dalam hal ada lebih dari 1 (satu) orang Pengawas maka seorang
di antaranya diangkat sebagai Ketua Pengawas.
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3. Pengawas tidak dapat merangkap sebagai Pengurus atau Organ
Perkumpulan lainnya atau Pelaksana Kegiatan.

4. Dewan Pengawas minimum terdiri dari 1 (satu) orang Pengawas.
5. Dewan Pengawas diangkat oleh Munas untuk jangka waktu

5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali dengan tidak mengurangi hak
Munas untuk memberhentikannya sewaktu-waktu.

6. Anggota Dewan Pengawas berhak mengundurkan diri dari
jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksud
tersebut kepada Pengurus untuk disampaikan kepada Munas, paling
lambat 90 (sembilan puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.

7. Dalam hal jabatan Pengawas kosong, maka dalam jangka waktu
paling lama 90 (sembilan puluh) hari sejak terjadinya kekosongan, maka
harus menyelenggarakan Munas untuk mengangkat Pengawas baru.

8. Jabatan Pengawas berakhir, apabila :
a. Meninggal dunia.
b. Mengundurkan diri.
c. Bersalah melakukan tindak pidana berdasarkan putusan Pengadilan
yang diancam dengan hukuman penjara paling sedikit 5 (lima) tahun.
d. Diberhentikan berdasarkan keputusan Munas.
e. Masa jabatan berakhir.

Tugas, kewajiban, dan wewenang
Dewan Pengawas

Pasal 19

1. Dewan Pengawas bertugas memberi nasehat, pendapat, dan
arahan kepada Pengurus dalam menjalankan kegiatan dan kebijakan
umum Perkumpulan.

2. Dewan Pengawas wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung
jawab menjalankan tugas pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan
kewajiban Pengurus untuk kepentingan Perkumpulan.

3. Dewan Pengawas melakukan upaya-upaya penegakan asas dan
landasan Perkumpulan, nama baik dan kehormatan Perkumpulan secara
nasional maupun internasional.
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4. Dewan Pengawas berwenang :

a. memasuki bangunan, halaman, atau tempat lain yang dipergunakan
Perkumpulan.

b. memeriksa dokumen Perkumpulan.

c. memeriksa pembukuan Perkumpulan dan mencocokkannya dengan
uang kas Perkumpulan.

d. mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan Pengurus.

e. memanggil Pengurus untuk membahas hal-hal yang terkait dengan
AD, ART, keputusan dan/atau kebijakan Pengurus Perkumpulan.

f. Memberikan teguran dan/atau peringatan kepada Pengurus.

g. Memberhentikan untuk sementara 1 (satu) orang atau lebih
Pengurus, apabila yang bersangkutan bertindak bertentangan dengan

anggaran dasar, anggaran rumah tangga, dan/atau peraturan
perundang-undangan yang berlaku.

h. Pemberhentian sementara itu harus diberitahukan secara tertulis
kepada yang bersangkutan disertai alasannya.

i. Dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak tanggal
pemberhentian sementara itu, Dewan Pengawas diwajibkan untuk
mengadakan Munas. Apabila tidak diselenggarakan Munas dalam
waktu yang telah ditentukan, maka pemberhentian sementara itu
berakhir secara otomatis setelah masa 90 (sembilan puluh) hari
tersebut terlampaui.

Rapat Dewan Pengawas
Pasal 20

1. Rapat Dewan Pengawas dapat diadakan setiap waktu bila
dianggap perlu atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih
Pengawas, Pengurus, atau Rapat Anggota.

2. Tata cara pemanggilan, agenda rapat, tempat penyelenggaraan,
Pimpinan/ketua rapat Dewan Pengawas diatur di dalam ART.

3. Rapat Pengawas adalah sah dan berhak mengambil keputusan
yang mengikat apabila:
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a. Dihadiri seluruh Pengawas.

b. Dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 huruf a
Pasal ini tidak tercapai, maka Rapat ditunda selama minimum
30 (tiga puluh) menit.

c. Setelah masa penundaan selesai, maka Rapat dinyatakan sah dan
dapat mengambil keputusan yang mengikat.

KeputusanRapatDewan PengawasPasal
21

1. Keputusan Rapat Dewan Pengawas harus diambil berdasarkan
musyawarah untuk mufakat.

2. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat
tidak tercapai, maka dilakukan pengambilan suara (voting) dan
keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.

3. Dalam hal suara setuju dan tidak setuju sama banyaknya maka
usul ditolak.

4. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat
suara tertutup tanpa tanda tangan sedangkan pemungutan suara
mengenai hal-hal lain dilakukan secara terbuka, kecuali Ketua Rapat
menentukan lain dan tidak ada keberatan dari yang hadir.

5. Suara abstain dan suara yang tidak sah tidak dihitung dalam
menentukan jumlah suara yang dikeluarkan.

6. Dalam setiap Rapat Dewan Pengawas dibuat Berita Acara Rapat
yang ditandatangani oleh Ketua Rapat dan seorang Anggota Pengawas
lainnya yang ditunjuk oleh Rapat sebagai Notulis Rapat.

7. Penandatanganan yang dimaksud dalam ayat 6 Pasal ini tidak
disyaratkan bila Berita Acara Rapat dibuat dengan akta notaris.

8. Dewan Pengawas dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa
mengadakan Rapat, dengan ketentuan semua anggotanya telah
diberitahu secara tertulis dan semua anggotanya memberikan
persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis dengan
menandatangani surat keputusan tersebut.
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9. Keputusan yang diambil sebagaimana dimaksud dalam ayat 8 Pasal
ini mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yangdiambil
dengan sah dalam Rapat.

Tahun buku
Pasal 22

1. Tahun buku Perkumpulan dimulai dari tanggal 1 (satu) Januari
sampai dengan tanggal 31 (tiga puluh) satu Desember.

2. Pada akhir tiap tahun, buku Perkumpulan ditutup.

3. Untuk pertama kalinya buku Perkumpulan dimulai dari tanggal Akta
Pernyataan Keputusan Rapat ini dan ditutup pada tanggal31-12-2021
(tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh satu).

Laporantahunan
Pasal 23

1. Pengurus wajib menyusun laporan tahunan secara tertulis paling
lambat 6 (enam) bulan setelah berakhirnya tahun buku Perkumpulan.

2. Laporan Tahunan memuat sekurang-kurangnya :

a. Laporan keadaan dan kegiatan Perkumpulan selama tahun buku yang
lalu serta hasil yang telah dicapai.

b. Laporan keuangan yang terdiri atas laporan posisi keuangan pada
akhir periode, laporan aktivitas, laporan arus kas, dan catatan
laporan keuangan.

3. Laporan Tahunan wajib ditandatangani oleh Pengurus dan
ditelaah oleh Dewan Pengawas.

4. Dalam hal terdapat anggota Pengurus atau Dewan Pengawas yang
tidak menandatangani laporan tahunan, maka yang bersangkutan harus
menyebutkan alasan tertulis.

5. Laporan Tahunan disahkan oleh Munas.

6. Ikhtisar Laporan Tahunan Perkumpulan harus disusun sesuai
standar akuntansi keuangan yang berlaku dan diumumkan pada
papan pengumuman di kantor Perkumpulan.
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Perubahan anggaran dasar dan perubahan
anggaran rumah tangga

Pasal 24

1. Perubahan AD dan/atau perubahan ART hanya dapat dilaksana
kan berdasarkan Keputusan Munas yang dihadiri lebih dari 2/3 (dua
per tiga) dari jumlah Anggota dan disetujui lebih dari 2/3 (dua per
tiga) dari seluruh jumlah suara yang sah dalam Munas.

2. Perubahan AD dan/atau Perubahan ART dituangkan dalam akta
notaris dalam Bahasa Indonesia.

3. Perubahan AD dan/atau perubahan ART tidak dapat dilakukan saat

Perkumpulan dinyatakan pailit kecuali atas perintah pengadilan yang
berwenang.

Pembubaran
Pasal 25

1. Perkumpulan bubar dalam hal:

a. Tujuan Perkumpulan yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar telah
tercapai atau tidak tercapai.

b. Ditetapkan oleh Undang-Undang atau oleh Putusan Pengadilan karena
alasan apapun termasuk tetapi tidak terbatas pada berdasarkan
alasan:

1) Tidak mampu membayar utangnya setelah dinyatakan pailit.

2) Harta kekayaan Perkumpulan tidak cukup untuk melunasi
utangnya setelah pernyataan pailit dicabut.

3) Melanggar ketertiban umum dan kesusilaan.

2. Dengan mengindahkan ketentuan peraturan hukum yang berlaku
maka pembubaran Perkumpulan selain sebagaimana dimaksud dalam
ayat 1 huruf b Pasal ini hanya dapat dilakukan berdasarkan Keputusan
Munas yang dihadiri oleh anggota yang mewakili palingsedikit 3/4 (tiga
per empat) dari seluruh jumlah anggota denganhak suara yang sah
dan keputusan disetujui oleh paling sedikit 3/4 (tiga per empat) dari
seluruh jumlah suara yang sah dalam Munas.
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3. Dalam hal Perkumpulan bubar sebagaimana diatur ayat lhuruf
a dan huruf b Pasal ini, Munas menunjuk Likuidator untuk
membereskan kekayaan Perkumpulan.

4. Dalam hal tidak ditunjuk Likuidator, maka Pengurus bertindak
sebagai Likuidator.

Likuidasi
Pasal 26

1. Dalam hal Perkumpulan bubar, Perkumpulan tidak dapat
melakukan perbuatan hukum apa pun lagi, kecuali untuk membereskan
kekayaannya dalam proses likuidasi.

2. Dalam hal Perkumpulan sedang dalam proses likuidasi, untuk
semua surat keluar dicantumkan frasa “Dalam Likuidasi” di belakang
nama Perkumpulan.

3. Dalam hal Perkumpulan bubar karena putusan pengadilan maka
pengadilan akan menunjuk likuidator.

4. Dalam hal pembubaran Perkumpulan karena pailit, berlaku
peraturan perundang-undangan di bidang kepailitan.

5. Ketentuan mengenai penunjukan, pengangkatan, pemberhentian
sementara, pemberhentian, wewenang, kewajiban, tugas, dan
tanggung jawab, serta Pengawasan terhadap Pengurus berlaku juga bagi
Likuidator.

6. Likuidator atau Kurator yang ditunjuk untuk melakukan
pemberesan kekayaan Perkumpulan yang bubar atau dibubarkan, paling
lambat 5 (lima) hari terhitung sejak tanggal penunjukan wajib
mengumumkan pembubaran Perkumpulan dan proses likuidasinya
dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia.

7. Kekayaan Perkumpulan yang tersisa saat Perkumpulan dibubarkan
diserahkan kepada perkumpulan/badan/lembaga sejenis atau sosial
di Indonesia.

8. Likuidator atau Kurator dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga
puluh) hari terhitung sejak tanggal proses likuidasi berakhir, wajib
mengumumkan hasil likuidasi dalam surat kabar harian berbahasa
Indonesia.
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Penyelesaiansengketa
Pasal 27

1. Setiap perselisihan/sengketa yang timbul di dalam organisasi
Perkumpulan diselesaikan berdasarkan musyawarah untuk mufakat.

2. Jika musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka perselisihan
diselesaikan secara mediasi oleh Dewan Penyelesaian Sengketa
("DPS").

3. Tata cara pengangkatan, anggota DPS, prosedur penyelesaian
sengketa, batas waktu, dan tata cara pengambilan keputusan dalam
rangka penyelesaian sengketa oleh DPS diatur di dalam ART.

Penutup
Pasal 28

1. Hal-hal yang belum diatur atau ditetapkan di dalam AD akan
diatur dalam ART.

2. ART untuk pertama kali ditetapkan oleh Rapat Para Pendiri.
3. AD ini berlaku secara sah sejak tanggal ditetapkan.

4, Menyimpang dari ketentuan Pasal 11 ayat 10 dan Pasal 18
ayat 5 AD ini, untuk pertama kali telah diangkat sebagai:

PENGURUS

Ketua . Tuan Batara Paruhum Sianturi lahir di Jakarta,
padatanggal 26-06-1960 (dua puluh enam Juni
seribu sembilan ratus enam puluh), karyawan
swasta, bertempat tinggal di Kota Administrasi
Jakarta Selatan 12780, Kecamatan Tebet,
Kelurahan Menteng Dalam, Rukun Warga 001,
Rukun Tetangga 008, Jalan BB Nomor 22,
Pemegang Kartu Tanda Penduduk Daerah
Khusus Ibukota Jakarta Nomor Induk
Kependudukan 3174012606600002, Warga
Negara Indonesia.
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Wakil Ketua

Sekretaris Jenderal

Sekretaris I

Sekretaris II

PERKUMPULAN

: Tuan Samuel Mangara Tumpal Sianturi, lahir

di Sidakalang, pada tanggal 03-02-1953 (tiga
Februari seribu sembilan ratus lima puluh
tiga), karyawan swasta, bertempat tinggal di
Kota Depok 16418, Kecamatan Sukma Jaya,
Kelurahan Bakti Jaya, Rukun Warga 023,
Rukun Tetangga 004, Jalan Metro Duta
Raya Blok EE-3 Nomor 18, Pemegang Kartu
Tanda Penduduk Kota Depok Nomor Induk
Kependudukan 3276050302530004, Warga
Negara Indonesia.
Tuan Hotli Junaidi Sianturi lahir di Duri,
pada tanggal 14-04-1978 (empat belas
April seribu sembilan ratus tujuh puluh
delapan), wiraswasta, bertempat tinggal di
Kabupaten Bekasi 17510, Kecamatan Tambun
Utara, Kelurahan Karang Satria, Rukun
Warga 004, Rukun Tetangga 001, Kampung
Rawakalong Nomor 32A, Pemegang Kartu
Tanda Penduduk Kabupaten Bekasi Nomor
Induk Kependudukan 3216051404780004,
Warga Negara Indonesia.

: Tuan Aswin Simatupang, lahir di Siborong-
borong, pada tanggal 03-01-1968 (tiga
Januari seribu sembilan ratus enam puluh
delapan), wiraswasta, bertempat tinggal di
Kabupaten Bekasi 17510, Kecamatan
Setiamekar, Kelurahan Tambun Selatan, Rukun
Warga 014, Rukun Tetangga 016, Bumi Sani
Permai Blok C2 Nomor 42, Pemegang Kartu
Tanda Penduduk Kabupaten Bekasi Nomor
Induk Kependudukan 3216060301680021,
Warga Negara Indonesia.

: Tuan Galbred Simatupang, lahir di Pulo-pulo,
padatanggal 17-01-1978 (tujuh belas Januari
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seribu sembilan ratus tujuh puluh delapan),
wiraswasta, bertempat tinggal di Kota
Medan 20131, Kecamatan Medan Selayang,
Kelurahan Padang Bulan Selayang II, Rukun
Warga 000, Rukun Tetangga 000, Komplek
GrahaTanjung Sari Blok K Nomor 07, Pemegang
Kartu Tanda Penduduk Kota Medan Nomor
Induk Kependudukan 1271211701780005,
Warga Negara Indonesia.

: TuanTulus Marolop Hutabarat, lahirdi Tarutung,

pada tanggal 04-04-1979 (empat April seribu
sembilan ratus tujuh puluh sembilan), swasta,
bertempat tinggal di Kota Depok 16432,
Kecamatan Pancoran Mas, Kelurahan Depok
Jaya, Rukun Warga 007, Rukun Tetangga 003,
Jalan Leli II Nomor 90, Pemegang Kartu
Tanda Penduduk Kota Depok Nomor Induk
Kependudukan 3276010404790018, Warga
Negara Indonesia.

: Tuan Binsar Najonggi Sinaga, lahir di Jakarta,

pada tanggal 10-04-1982 (sepuluh April
seribu sembilan ratus delapan puluh dua),
karyawan swasta, bertempat tinggal di
Kota Depok 16516, Kecamatan Sawangan,
Kelurahan Cinangka, Rukun Warga 005, Rukun
Tetangga 004, Jalan Cinangka, Pemegang
Kartu Tanda Penduduk Kota Depok Nomor
Induk Kependudukan 3276031004820006,
Warga Negara Indonesia.

: Tuan Julius Mangala Tua Simatupang, lahir

di Tapanuli, pada tanggal 26-09-1944 (dua
puluh enam September seribu sembilan
ratus empat puluh empat), pegawai negeri
sipil, bertempat tinggal di Kota Administrasi
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Jakarta Selatan 12440, Kecamatan Cilandak,
Kelurahan Lebak Bulus, Rukun Warga 007,
Rukun Tetangga 014, Jalan Taman Lestari Indah
Blok 0/24, Pemegang Kartu Tanda Penduduk
Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor Induk
Kependudukan 3174062609440001, Warga
Negara Indonesia.

Pengawas I : Tuan Kornel Pandapotan Sianturi, lahir
di Sidikalang, pada tanggal 19-09-1949
(sembilan belas September seribu sembilan
ratus empat puluh sembilan), pensiunan
pegawai negeri sipil, bertempat tinggal di
Kota Pekanbaru 28292, Kecamatan Payung
Sekaki, Kelurahan Labuh Baru Barat, Rukun
Warga 006, Rukun Tetangga 004, Jalan
Rokan Jaya B 5, Pemegang Kartu Tanda
Penduduk Kota Pekanbaru Nomor Induk
Kependudukan 1471111909490001, Warga
Negara Indonesia.

Pengawas II : Tuan Albiker Sianturi, lahir di Tapanuli, pada
tanggal 11-07-1947 (sebelas Juli seribu
sembilan ratus empat puluh tujuh), pensiunan,
bertempat tinggal di Kota Administrasi Jakarta
Timur 13210, Kecamatan Pulogadung,
Kelurahan Kayu Putih, Rukun Warga 010,
Rukun Tetangga 009, Jalan Batu Zamrut
Nomor 63, Pemegang Kartu Tanda Penduduk
Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor Induk
Kependudukan 3175021107470001, Warga
Negara Indonesia.

Pengangkatan tersebut telah diterima oleh masing-masing yang

bersangkutan.

II. Menetapkan Anggaran Rumah Tangga (“ART”) PERKUMPULAN
PARSADAAN POMPARAN RAJA SIMATANIARI SIANTURI BORU DOHOT
BERENA SE DUNIA yang berbunyi sebagai berikut:
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ANGGARAN RUMAH TANGGA (ART)
PERKUMPULAN
PARSADAAN POMPARAN RAJA SIMATANIARI
SIANTURI BORU DOHOT BERENA SE DUNIA
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Penjabaran anggaran dasar

Anggaran Rumah Tangga ini yang selanjutnya disingkat ART adalah
peraturan yang dibentuk sebagai penjabaran Anggaran Dasar (AD)
Perkumpulan.

Pasal 2
Ciri dan sifat perkumpulan

1. Perkumpulan memiliki struktur organisasi yang sederhana saat
ini dengan berbasis anggota masyarakat yang mempunyaihubungan
silsilah garis keturunan secara patrilineal dalam suku Batak (kekerabatan)
dari Raja Simataniari Sianturi, dengan berdasarkan kesamaan aspirasi,
kehendak, kebutuhan, dan kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk
berpartisipasi dalam pembangunan mencapai tujuan Negara
Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila.

2. Perkumpulan bersifat suka rela, sosial, mandiri, nirlaba, gotong
royong, dan demokratis.

Pasal 3
Landasan dan pedoman

Yang menjadi landasan dan pedoman Perkumpulan adalah:
1. Tarombo Raja Sianturi.
2. Tarombo Raja Simataniari.
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3. Dalihan Na Tolu yang menjadi kerangka yang meliputi hubungan-
hubungan kerabat darah dan hubungan perkawinan yang
mempertalikan satu kelompok. Dalihan Na Tolu ditentukan dengan
adanya 3 (tiga) kedudukan fungsional sebagai suatu konstruksi social
yang terdiri dari 3 (tiga) hal yang menjadi dasar bersama dalam
kehidupan sehari-hari, yaitu:

a. Somba Marhula-hula (hormat kepada keluarga pihak istri).

b. Elek Marboru (sikap mengayomi wanita).

€. Manat Mardongan Tubu (bersikap hati-hati kepada teman semarga.
Pasal 4

Kantor sekretariat perwakilan dan/atau
sekretariat wilayah propinsi/kota/kabupaten

Dengan memperhatikan dan mentaati peraturan hukum tentang
organisasi masyarakat pada umumnya dan perkumpulan pada
khususnya baik yang berlaku di Indonesia maupun yang sedang
berlaku di dalam wilayah di mana Kantor Sekretariat akan berada,
bilamana dipandang perlu sesuai kebutuhan Perkumpulan, dan
dengan persetujuan tertulis dari Dewan Pengawas, Pengurus dapat
menerbitkan Surat Keputusan Pembukaan, dan/atau Penutupan :

1. Kantor Sekretariat Perwakilan Perkumpulan, baik di dalam maupun

di luar Wilayah Negara Indonesia
2. Kantor Sekretariat Wilayah di ibukota Propinsi di Indonesia.

3. Kantor Sekretariat Daerah di tingkat Kota Administrasi/Kota/

Kabupaten di Indonesia.

Dilengkapi dengan struktur organisasi dan kepengurusannya.
Pasal 5
Lambang dan atribut perkumpulan lainnya

1. Lambang, Bendera, Mars, dan Lagu Perkumpulan digunakan
dalam setiap peristiwa penting yang diselenggarakan Perkumpulan.

2. Cap/Stempel Perkumpulan dan/atau atribut lainnya ditetapkan
bentuk dan penggunaannya oleh Pengurus Perkumpulan.
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Pasal 6

Pengelolaan keuangan
1. Dalam hal Perkumpulan menghimpun dan mengelola dana dari :
a.luran Anggota, Perkumpulan wajib membuat laporan
pertanggungjawaban sesuai standar akuntansi secara umum

b. Bantuan/Sumbangan Masyarakat, Perkumpulan wajib mengumumkan
laporan keuangan kepada publik secara berkala.

c. Bantuan/sumbangan dari orang asing atau lembaga asing, Dan
kegiatan lain yang sah menurut hukum wajib dilaksanakan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengurus menetapkan proporsi, tata cara distribusi, kebijakan, dan
tata kelola keuangan Perkumpulan dalam kerangka pelaksanaan Program

Kerja yang telah ditetapkan dan dapat disesuaikan dari waktu ke waktu.

BAB II
ANGGOTA PERKUMPULAN
Pasal 7

Status, persyaratan, tata cara dan prosedur
penerimaan, perpindahan, pemberhentian dan
berakhirnya keanggotaan perkumpulan

1. Ada 3 (tiga) Status Anggota Perkumpulan, yaitu :
a. Anggota Biasa.
Para Pendiri Perkumpulan yang tidak sedang menjabat dalam
Organ Perkumpulan secara otomatis menjadi Anggota Biasa.
b. Anggota Luar Biasa.
Para Pengurus, Pengawas, dan Organ Perkumpulan lain yang

sudah purna bakti dan yang diberhentikan dengan hormat secara
otomatis menjadi Anggota Luar Biasa.

c. Anggota Kehormatan.
Atas rekomendasi dari minimum 3 (tiga) orang Pengurus dan/

atau Dewan Pengawas, orang yang berjasa kepada Perkumpulandapat
diangkat menjadi Anggota Kehormatan.
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2. Persyaratan Umum untuk dapat menjadi Anggota Perkumpulan :

. Warga Negara Indonesia.
. Keturunan/pomparan Raja Simataniari Sianturi dan Boru Bere.

. Berusia minimum 18 (delapan belas) tahun atau sudah menikahdan

cakap melakukan perbuatan hukum.

. Tidak sedang dan/atau tidak pernah menjadi anggota dan/atau

Pengurus, Pengawas dan/atau menjadi bagian dari atau terlibat dalam
organisasi gerakan separatis dan/atau organisasi terlarang.

3. Tata cara dan prosedur penerimaan, perpindahan, pemberian

sanksi, pemberhentian, dan berakhirnya keanggotaan :

a.

Calon Anggota mengisi formulir permohonan, dan melengkapi/
menyerahkan semua data/dokumen yang dipersyaratkan, termasuk
tetapi tidak terbatas pada surat pernyataan bersedia mentaati
AD, ART, dan memenuhi kewajiban-kewajibannya sebagai Anggota
Perkumpulan.

. Sepanjang tidak ada keberatan tertulis dengan menyebut kan

alasan yang dipandang cukup dan layak oleh Pengurus, yang
bersangkutan dapat diangkat sebagai Anggota.

Permohonan Pindah dan/atau Pemberhentian sebagai Anggota
dilakukan secara tertulis dengan melengkapi/menyerahkan semua
data/dokumen yang dipersyaratkan.

. Data Anggota Perkumpulan didaftarkan dalam Buku Anggota

Perkumpulan.

. Keanggotaan dalam Perkumpulan secara otomatis berakhir Apabila :

1) Meninggal dunia.
2) Mengajukan permohonan berhenti atas permintaan sendiri.
3) Diberhentikan dengan alasan apa pun juga.

Penerimaan, penolakan, dan pemberhentian sebagai Anggota dengan
hormat dilakukan dengan Surat Keputusan Pengurus dengan
memperhatikan ketentuan lain dalam AD dan ART ini.

. Pemberian sanksi kepada anggota, pemberhentian sementara anggota,

pemberhentian anggota dengan tidak hormat baik dengan disertai sanksi
atau tanpa disertai sanksi dilakukan berdasarkan Surat Keputusan
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Pengurus dengan menyebutkan pertimbangan dan alasannya dengan
memperhatikan ketentuan lain dalam AD dan ART ini.

Pasal 8
Hak dan kewajiban anggota

1. Anggota Perkumpulan berhak :

a. Menghadiri/Diwakili dalam Rapat Anggota serta mengeluarkan
suara dalam Rapat Anggota.

b. Memilih dan dipilih sebagai Organ Perkumpulan.
c. Berpartisipasi aktif dalam berbagai kegiatan Perkumpulan.

d. Menggunakan semua fasilitas, sarana, dan prasarana yang disediakan
oleh Perkumpulan.

e. Memperoleh perlakuan yang sama, mendapatkan perlindungan
dan pembinaan.

2. Anggota Perkumpulan berkewajiban untuk :

a. Mematuhi AD, ART, Tata Tertib Perkumpulan, dan Kebijakan
Perkumpulan lainnya.

b. Menjaga nama baik dan kehormatan serta membela kepentingan
Perkumpulan.

c. Memenuhi kewajiban-kewajibannya sebagai Anggota Perkumpulan.
BAB III
STRUKTUR ORGANISASI
Pasal 9
Musyawarah Nasional (MUNAS) dan
Musyawarah Nasional Luar Biasa (MUNASLUB)

1. Rapat Anggota berupa Munas dan/atau Munaslub dapat
diselenggarakan di mana pun di dalam wilayah Negara Republik
Indonesia atas permintaan Pengurus/Dewan Pengawas/minimum 1/10
(satu per sepuluh) dari seluruh Anggota Perkumpulan.

2. Pengurus mengirimkan undangan Munas/Munaslub kepada para
Anggota Perkumpulan melalui surat tercatat, atau kurir, atau
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faksimili, atau surat elektronik, paling lambat 14 (empat belas) hari
sebelum Munas/Munaslub diselenggarakan, tanpa memperhitungkan
tanggal Munas/Munaslub itu sendiri, dengan mencantumkan tempat
penyelenggaraan, tanggal, waktu dan agenda Munas/Munaslub.

3. Dalam hal Pengurus tidak juga menyelenggarakan Munas/
Munaslub atas alasan apa pun, maka Dewan Pengawas berwenang
menyelenggarakannya dengan tata cara serta prosedur penyelenggaraan
yang sama dengan apabila Pengurus yang menyelenggarakannya.

4. Ketua Rapat dipilih dari antara Pengurus yang hadir dalam
Rapat Anggota.

5. Dalam hal Pengurus berhalangan hadir dalam Rapat Anggota maka
Ketua Rapat dipilih dari antara Dewan Pengawas yang hadir dalam
Rapat Anggota.

6. Dalam hal tidak ada Pengurus dan Dewan Pengawas yang hadir
dalam Rapat Anggota maka Ketua Rapat dipilih dari antara Anggota
Perkumpulan yang hadir.

7. Rapat dapat diselenggarakan secara sah dan dapat mengambil
keputusan yang mengikat tanpa adanya undangan rapat sepanjang
seluruh anggota Perkumpulan hadir atau diwakili secarra sah dalam
Rapat.

8. Seluruh Anggota Perkumpulan dapat mengambil keputusanyang
sah, bulat, dan mengikat untuk kepentingan Perkumpulan secara
sirkuler di luar Munas/Munaslub sepanjang seluruh Anggota Perkumpulan
menyetujui dan menandatangani Surat Keputusan tersebut. Surat
Keputusan Seluruh Anggota Perkumpulan Secara Sirkuler ini mempunyai
kekuatan yang sama dengan keputusan Munas/Munaslub.

Pasal 10
Rapat Pengurus
1. Rapat Harian dihadiri oleh Ketua, Sekretaris, dan Bendahara
2. Rapat Pleno Yang Diperluas dihadiri oleh Pengurus dan seluruh
Organ yang dibentuk di bawah Pengurus.
3. Pengurus dapat mengundang Dewan Pengawas dan/atau organ

Perkumpulan lainnya dan/atau pihak lain untuk menghadiri Rapat Harian
atau Rapat Pleno Yang Diperluas.
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4. Undangan Rapat Pengurus disampaikan kepada Pengurus melalui
Surat tercatat, atau kurir, atau faksimili, atau surat elektronik paling
lambat 3 (tiga) hari sebelum Rapat Pengurus diselenggarakan tanpa
memperhitungkan tanggal rapat itu sendiri dengan menyebutkan tempat
penyelenggaraan, tanggal, waktu, dan agenda rapat.

5. Rapat Pengurus dipimpin oleh Ketua, dalam hal Ketua berhalangan
hadir, maka Rapat Pengurus dipimpin oleh salah seorang Pengurusyang
hadir dan ditunjuk dalam Rapat.

6. Apabila seluruh Pengurus hadir/diwakili secara sah oleh Pengurus
lainnya berdasarkan Surat Kuasa dalam Rapat Pengurus maka Rapat
Pengurus dapat mengambil keputusan yang sah dan mengikat tanpa
adanya undangan Rapat.

Pasal 11
Rapat Dewan Pengawas

1. Undangan Rapat Dewan Pengawas disampaikan kepada Pengawas
melalui surat tercatat, atau kurir, atau faksimili, atau surat elektronik
paling lambat 3 (tiga) hari sebelum Rapat diselenggarakan tanpa
memperhitungkan tanggal rapat itu sendiri dengan menyebutkan tempat
penyelenggaraan, tanggal, waktu, dan agenda rapat.

2. Rapat Dewan Pengawas dipimpin oleh Ketua Pengawas, dalam
hal Ketua Pengawas berhalangan hadir maka Rapat dipimpin oleh
salah seorang Pengawas yang hadir dan ditunjuk dalam Rapat.

3. Apabila seluruh Pengawas hadir dalam Rapat Pengawas makaRapat
Pengawas dapat mengambil keputusan yang sah dan mengikat tanpa
adanya undangan Rapat.

Pasal 12

Dewan Penyelesaian Sengketa (DPS)

1. Dalam hal terjadi perselisihan/sengketa internal Perkumpulan, dan
ternyata musyawarah untuk mencapai mufakat tidak tercapai di antara
Para Pihak yang bersengketa, maka Para Pihak tersebut dapat membuat
kesepakatan tertulis untuk menyelesaikan sengketa melalui Dewan
Penyelesaian Sengketa (DPS) Perkumpulan dan masing-masing
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pihak wajib membuat pernyataan bahwa ia bersedia mentaati putusan
DPS sepenuhnya sebagai putusan yang bersifat final dan mengikat.

2. Pemohon mengajukan permohonan tertulis kepada Pengurus
untuk membentuk DPS dengan melampirkan : data pihak-pihak yang
bersengketa, data objek sengketa, bukti-bukti yang relevan, serta
perjanjian yang mencantumkan klausula penyelesaian sengketa melalui
DPS Perkumpulan, dasar tuntutan/klaim, dan jumlah tuntutan/klaim (bila
ada) dan pengajuan jumlah anggota DPS vyang dikehendaki
(senantiasa dalam jumlah ganjil), yang dapat berupa 1 (satu) orang
saja (tunggal) atau dalam bentuk Dewan dengan minimum 1 (satu)
orang Ketua DPS dan beberapa orang anggota DPS.

3. Setelah permohonan dimaksud dalam ayat 2 Pasal ini diterima

Dari Pemohon dan diberi Nomor Perkara, Pengurus menerbitkan
Surat Keputusan Pembentukan DPS dengan menyebutkan sekurang-
kurangnya :

a. Nama dan jabatan orang yang diangkat sebagai DPS.

b. Data para pihak yang bersengketa dan nomor perkaranya.

c. Batas waktu penyelesaian sengketa.
d

. Dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak putusan DPS telah disampaikan
kepada Pemohon dan Termohon maka tugas dan kewenangan DPS
dianggap telah direalisasikan dan selesai, karenanya DPS otomatis
berakhir dan dibubarkan kecuali ditetapkan lain oleh Pengurus
secara tertulis.

e. Hal-hal lain yang dianggap perlu oleh Pengurus.

4. salinan permohonan dari Pemohon dan dokumen lampiran lainnya
disampaikan kepada Termohon oleh DPS dan Termohon mempunyai
waktu 30 (tiga puluh) hari sejak menerimanya untuk memberikan
jawaban disertai bukti-bukti yang relevan, dan/atau tuntutan balik (bila
ada) dan batas waktu ini dapat diperpanjang hingga 14 (empat belas)
hari.

5. Proses pemeriksaan perkara oleh DPS dilakukan secara tertutup,
menggunakan bahasa Indonesia, dengan mendengarkan keteranganpara
pihak dan/atau pihak(-pihak) lain yang dipandang perlu oleh DPS, dan
putusan dibuat tertulis dalam waktu paling lambat 30 (tiga
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puluh) hari sejak persidangan dan disampaikan atau dikirimkan kealamat
Pemohon dan Termohon melalui surat tercatat atau kurir dan surat
elektronik.

BAB IV
SANKSI
Pasal 13
Sanksi administratif

1. Yang dimaksud dengan Pelanggar Ketentuan adalah yang melakukan
pelanggaran baik terhadap ketentuan di dalam : AD, dan/atau ART,
dan/atau peraturan/kebijakan Perkumpulan lainnya, dan/atau peraturan
hukum yang berlaku terkait dengan organisasi kemasyarakatan pada
umumnya dan perkumpulan pada khususnya, dan/atau melakukan
perbuatan pencemaran nama baik dan kehormatan Perkumpulan.

2. Terhadap Anggota dan/atau orang-orang yang menjabat di
bawah Organ Pengurus yang menjadi Pelanggar Ketentuan, Pengurus
sesuai dengan lingkup tugas dan kewenangannya melakukan upaya
persuasif terlebih dahulu sebelum menjatuhkan sanksi administratif
kepadanya.

3. Dalam hal pelanggaran yang dilakukan sudah sangat berat,
maka Pengurus secara tegas langsung menjatuhkan sanksi terberat
dengan persetujuan Dewan Pengawas.

4. Sanksi administratif dimaksud dalam ayat 1 Pasal ini terdiri dari:
a. Peringatan tertulis.

b. Pemberhentian sementara (schorsing) untuk jangka waktu maksimum
6 (enam) bulan dengan wajib meminta pertimbangan dari Dewan
Pengawas.

c. Pemberhentian tidak dengan hormat dengan persetujuan Dewan
Pengawas.

5. Kepada Pelanggar Ketentuan diberikan kesempatan dalam batas
waktu 30 (tiga puluh) hari sejak sanksi dijatuhkan untuk melakukan
pembelaan diri dalam forum yang dibentuk oleh Pemberi Sanksi yang
memang dibentuk secara khusus untuk itu.
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6. Apabila ternyata pelanggaran tidak terbukti maka sanksi
kepadayang bersangkutan dicabut dan hak/kewenangannya dipulihkan.

7. Dewan Pengawas berwenang menjatuhkan Sanksi Administratif
dimaksud dalam Ayat 4 huruf a dan huruf b Pasal ini kepada Pengurus
yang menjadi Pelanggar Ketentuan.

8. Munas/Munaslub berwenang menjatuhkan Sanksi Administratif
dimaksud dalam Ayat 4 huruf ¢ Pasal ini kepada Pengurus yang
menjadi Pelanggar Ketentuan.

9. Munas/Munaslub berwenang menjatuhkan Sanksi Administratif
dimaksud dalam Ayat 4 Pasal ini kepada Pengawas yang menjadi
Pelanggar Ketentuan.

BAB V
PENUTUP
Pasal 14

Ketentuan lain-lain

Hal-hal yang belum diatur di dalam AD dan ART ditetapkan oleh
Pengurus dengan memperhatikan dan mentaati AD, ART, keputusan
Munas/Munaslub, dan peraturan hukum yang sedang berlaku.

[II. Rapat Para Pendiri dengan ini memberikan kuasa dengan hak
substitusi kepada Ketua dan Sekretaris Jenderal untuk bersama-sama
menyatakan/menyatakan ulang isi Surat Keputusan ini secara notariil,
melakukan perubahan yang diperlukan, mengajukan pengesahanAD
kepada instansi yang berwenang, mengumumkan dalam Berita Negara
Republik Indonesia dan Tambahannya, selanjutnya berbuat apa pun
lain guna maksud di atas tanpa kecuali.

Selanjutnya Para Penghadap bertindak seperti tersebut di atas
dengan ini menyatakan, bahwa:

a. Semua data, informasi, dan dokumen yang diperlihatkan, disampaikan,
dan diberikan kepada saya, Notaris, dalam rangka pembuatan Akta
ini adalah benar dan betul, sesuai dengan kenyataan yang ada,
pengetahuan, dan kepercayaan Para Penghadap.

b. Para Penghadap telah memahami dan mengerti isi Akta ini.
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Demikian akta ini

Dibuat sebagai Minuta dan diselesaikan di Jakarta, pada hari,
tanggal, dan waktu tersebut di atas, dengan dihadiri oleh saksi-saksi :
1. Tuan Taryudin, lahir di Jakarta, pada tanggal 31-12-1978 (tiga puluh

satu Desember seribu sembilan ratus tujuh puluh delapan), karyawan

swasta, bertempat tinggal di Kota Administrasi Jakarta Utara, Nomor

Induk Kependudukan 3172023112780022, Warga Negara Indonesia.
2. Nona Mar'atur Robithoh, lahir di Jakarta, pada tanggal 21-04-1995

(dua puluh satu April seribu sembilan ratus sembilan puluh lima),

karyawati, bertempat tinggal di Kota Administrasi Jakarta Pusat,Nomor

Induk Kependudukan 3171036104950007, Warga Negara Indonesia.

Setelah saya, Notaris, membacakan Akta ini kepada Para Penghadap
dan para saksi, maka segera Para Penghadap, para saksi, dan saya,
Notaris, menandatangani Minuta Akta ini. Selanjutnya Para Penghadap
membubuhkan Sidik Ibu Jari Tangan Kanan dalam Lembar Sidik Jari Para
Penghadap yang merupakan satu kesatuan dan bagian tak
terpisahkan dari Minuta Akta ini.

Dibuat dengan tanpa gantian, tambahan, maupun coretan.

Minuta Akta ini telah ditandatangani dengan sempurna.
Diberikan sebagai salinan yang sama bunyinya.

Notaris berkedudukan diKota Administrasi
Jakarta Utara

YENNY SUTIKNO, S.H., SP.N., M.H.

Hak Cipta dilindungi Undang-Undang

Dilarang mengutip dan memperbanyak
PERUM PERCETAKAN NEGARA RI.
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